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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat


Usaha peningkatan produksi pertanian khususnya padi telah dilaksanakan sejak mulai di Proklamasikannya Negara Indonesia secara terus menerus, hanya dari waktu ke waktu terdapat perbedaan yang sifatnya tidak fundamental. Bahkan sejak tahun 1970, Pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya mencoba menyalurkan hasil percobaan pertanian pada masyarakat tani dimana uasaha ini dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil produksi tanaman pangan terutama padi. Pada saat tugas pelaksanaanya dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari petugas pangreh praja dengan cara menyeluruh kepada masyarakat tani melalui percobaan-perconaan dan demontrasi. Tugas ini ternyata tidak berhasil atau kurang berhasil dilaksanakan sehingga pada tahun 1899, tugas ini dilimpahakn kepada Kebun Raya Bogor, Namun tugas ini kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan.


Atas dasar kenyataan tersebut, Maka Dr.Meichor Treub pada tanggal 1 Januari 1905 oleh pemerintaah Hindia Belanda didirikan suatu lembaga yang petama. Oleh karena itulah kegiatan peningkatan produksi pertanian melalui penyuluhan yang ada pada waktu itu berjalan masih lambat, ditambah lagi terbatasnya pendidikan bagi masyarakat tani, maka didorong oleh kebutuhan tersebut pada waktu itu perlu adnaya aparat yang khususnya menangani langsung penyuluhan pertanian dengan para petani. Dasar prinsip pendidikan pada sekitar tahun 1910, Dibentuklah Lanbouw Voolinchting Dints (LVD), Sebagai salah satu bentuk aparat dari Departemen Van Lanbouw.

Pertanian sekitar tahun 1921 sampai tahun 1942 diurus oleh Departemen Dalam Negeri (Binus Lance Bestuur), karena kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh LVD tersebut, sehingga melahirkan perubahan status LVD menjadi Dinas Daerah Propinsi sejalan dengan kepengurusan oleh pemerintah dalam negeri tersebut. Dinas ini diperluas tugasnya tidak hanya menangani penyuluhan dalam bidang tanaman pangan saja, tetapi juga dalam tanaman perkebunan bahkan juga aktif dalam bidang perkreditan selama jangka waktu 1921 – 1942. Dalam jangka waktu tersebut telah dicapai kemajuan dalam menunjang kegiatan penyuluhan pertanian yang antara lain didirikanya kegiatan Kursus Tani Desa (KTD), Sekolah Usaha Tani (SUT) dan Balai Benih Daerah (BBD).


Semasa pendudukan jepang (1942-1945) usaha kearah penigkatan produksi tanaman pangan hanya diarahkan untuk penyediaan perang jepang saja. Pada masa ini, pertanian merupakan urusan kabupaten yang tugasnya bertitik tolak pada masalah pad, usaha pemerintah sifatnya bertentangan dengan tujuan bertanam yang dilaksanakan pada masa ini memang banyak sekali cara yang diajukan bahwa setiap jengkal tanah harus ditangani dengan bahan makanan yang dibutuhkan sehari-hari, terutama tanah yang kosong dan cara ini dilaksanakan dengan kerja paksa.

Periode setelah merdeka, dimana perkembangan pendudduk menuntut adanya kemakmuran yang melaksanakan tugas-tugasnya yang semula diselenggarakan oleh Departemen Van Lanbouw (pada masa pemerintahan Belanda), atau yang ditugaskan Jepang pada setiap kabupaten.

Urusan pertanian yang semula oleh LVD namanya menjadi Jawatan Pertanian Rakyat, untuk di tingkat pusat namanya Jawatan Pertanian Rakyat Pusat, sedangkan di tingkat propinsi namanya menjadi Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi. Hal ini berjalan sampai tahun 1949 bulan Maret, dimana kementrian kemakmuran mempuyai hak untuk melakukan percobaan-perconaan di bidang pertanian untuk memperbaiki kehidupan rakyat atau seluruh masyarakat.


Sedangkan mulai bulan April 1946-1949 kementrian kemakmuran ini dibagi menjadi Kementrian Pertanian dan Produksi. Dibidang pertanian tugasnya dilaksanakan oleh Menteri Muda Pertanian atau Persediaan.


Dari tahun 1949-1950 urusan pertanian ada dibawah kementrian kemakmuran seperti semula. Kemudian mulai tahun 1951 tugas di bidang pertanian dipisahkan lagi dari Kementrian Pertanian.


Dalam perkembangan kehidupan bernegara yang semakin pesat, maka dituntut adanya kemakmuran dari segala bidang, terutama dibidang pertanian yang merupakan pokok kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka timbulah Politik Desentralisasi, dimana Dinas Pertanian mengatur keberadaan dan operasional pertanian rakyat di daerah.

Perkembangan system Desentralisasi ini memberiakan kebijakan yang sifatnya otonom yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka timbulah Politik Desentralisasi dan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah(PP) pada tanggal 27 Juni 1951. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1951 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat dalam negeri lapangan pertanian termasuk didalamnya Propinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya dituangkan didalam lembaran Negara No.118 Tahun 1951 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.3104-UP-SK tertanggal 29 November 1951. 
Adapun susunan dan formasi berikut organisasinya disempuranakan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat No.3-KI-56 tanggal 28 Juni 1956.


Lembaga ini mempuyai tugas pokok menyalurkan sarana produksi pertanian kepada para petani yang lain, masalah obat-obatan atau insektisida serata peralatanya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pokok ini semula menjadi tanggung jawab Padi Sentra.


Berdasarkan PP Daerah Tingkat I Jawa Barat No.13-PD-DPR-GR-61 tanggal 17 April 1961. Urusan dalam lapangan pertanian daerah tingkat II Kopatraja yang kemudian disebut Kotamadya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kopatraja diseluruh Jawa Barat.


Pada tahun 1971 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.45-PO-V-DM-SK-1971 tanggal 2 Januari 1971, suasana organisasi dan tugas pokok Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat diadakannya penyempurnaan


Bersadasrkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I jawa Barat No.107-A-V-SK-1975 tanggal 17 April 1975, sebutan Jawatan Pertanian Propinsi Jawa Barat diganti menjadi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.10-DF-040-PD-1975 tanggal 28 September 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI BANTEN
2.3 Deskripsi Jabatan


Keberadaan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat di rubah berdasarkan Perda No.5 Tahun 202 tanggal 12 April 202. mempuyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas pokoknya adalah memimpin, mengkoordinasikan dan  mengendalikan    pelaksanaan tugas pokok Dinas.

2. Bagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum.

3. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan admistrasi keuangan, penyiapan bahan dan penyususnan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah dan pelaksanaan teknis administrasi keuangan.

4. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan seta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

5. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapandan umum serta perpustakaan dan kearsipan.

6. Sub Dinas Program

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyususnan rencana strategis di bidang pertanian tanaman pangan, penyusunan program kerja dinas yang meliputi program pembangunan pertanian tanaman pangan dan rencana strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKP) di bidang pertanian tanaman pangan. 

7. Sub Dinas Sumber Daya

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembanagn sumber daya pertanian tanaman pangan.

8. Sub Dinas Padi dan Palawija

Mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan teknologi dan produksi padi dan palawija serta perlindungan tanaman padi dan palawija.

9. Sub Dinas Holtikultura

Mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang produksi sayuran, buah-buahan dan aneka tanaman perlindungan holtikultura.

10. Seksi Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran

Mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengelolaan hasil dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan


Salah satu tujuan didirikanya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yaitu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional program pembanguanan pertanian dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agrobisnis yang dibantu oleh Dinas Pertanian Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten. Kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kebijakan operasional tersebut antara lain :

1. Meningkatkan produktiviyas dan produksi padi, palawija dan holtikultura.

2. Pengembangan komuditas unggulan komparatif menjadi kompetitif dalam sentra-sentra produksi yang berwawasan agrobisnis dan agroindustri.

3. Penyelamatan hasil melalui penanganan panen dan pasca panen.

4. Pengamanan produksi melalui pengendalian organisme penggangu tanaman.

5. Pemberdayaan petani dan pengembangan kelembagaan tani.

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparat maupun petani.

7. Penetapan standar pelayanan minimal bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

8. Promosi ekspor komuditas pertanian unggulan daerah propinsi.

9. Pengaturan dan pelaksanaan penaggulangan wabah hama dan penyakit di bidang pertanian.

10. Penetapan standar teknis pembibitan atau pembenihan dan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan danean kabupaten dan kota.

11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi pengganggu tanaman, hama, dan penyakitdi bidang pertanian lintas kabupaten dan kota.

12. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penaggulangan eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penyakit di bidang pertanian.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No.14 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas pertanian Tanaman Pangan propinsi Jawa Barat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Kinerja Dinas Pertanian untuk mencapai tujuannya dalam pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan ditentukan dengan adanya partisipasi aktif dari peran masyarakat tani dan peran aktif dari para pelaku ekonomi.     

